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PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  PER.07/MEN/2012 
TENTANG 

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT MANDIRI KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2012 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan prioritas nasional 
tentang penanggulangan kemiskinan melalui 
kegiatan Program Nasional Pemberdayaan 
Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan, perlu 
didukung kebijakan guna mencapai peningkatan 
kemampuan usaha dan kesejahteraan, 
pengembangan wirausaha kelautan dan perikanan 
serta meningkatnya kualitas lingkungan. 

  b. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan 
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 
Mandiri Kelautan dan Perikanan, perlu menyusun 
Pedoman Pelaksanaan Program Nasional 
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan 
Perikanan; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan 
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Perikanan tentang Pedoman Pelaksanaan Program 
Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri 
Kelautan dan Perikanan Tahun 2012; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

  4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4433) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); 

  5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang 
Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan 
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4660); 

  6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4739); 

  7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang 
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan; 

  8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 
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sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011; 

  9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
Tahun 2010-2014; 

  10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara 
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi 
Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Presiden Republik 
Indonesia Nomor 92 Tahun 2011; 

  11. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010; 

  12. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan 
Presiden Nomor 59/P Tahun 2011; 

  13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
PER.06/MEN/2010 tentang Rencana Strategis 
Kementerian Kelautan dan Perikanan; 

  14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor         
PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM 
NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI 
KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2012. 

Pasal 1 
Pedoman Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 
Mandiri Kelautan dan Perikanan dimaksudkan sebagai pedoman bagi 
pelaksanaan kegiatan Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP), 
Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR), dan Pengembangan Desa 
Pesisir Tangguh (PDPT). 
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Pasal 2 
Ketentuan mengenai Pedoman Pelaksanaan Program Nasional 
Pemberdayaan Masyarakat  Mandiri Kelautan dan Perikanan sebagaimana 
tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri 
ini. 

Pasal 3 
Rincian pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri 
Kelautan dan Perikanan ditetapkan dalam pedoman teknis oleh Direktur 
Jenderal yang terkait lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan 
dengan mengacu pada Peraturan Menteri ini dan dalam pelaksanaannya 
dilaporkan secara tertulis kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. 

Pasal 4 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara 
Republik Indonesia. 

 
Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 April 2012    
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA, 

 

SHARIF C. SUTARDJO 
 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 16 April 2012 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 

 
AMIR SYAMSUDIN 
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